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SAMBUTAN

MENTERI  PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH

Dalam Rangka 

SEMINAR MANAJEMEN RUANG PUBLIK JAKARTA

Yang Diselenggarakan Oleh : 

IKATAN MAHASISWA PERENCANAAN INDONESIA KORWIL II

Jakarta, 24 Juli 2002

Yang Terhormat,

Para Mahasiswa Perencanaan Indonesia,

Segenap Undangan dan Hadirin sekalian,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 

Salam sejahtera bagi kita semua. 

Pertama-tama, perkenankan saya mengucapkan terimakasih kepada Ikatan Mahasiswa Perencanaan Indonesia, Korwil II Jabotabek yang telah memberikan kesempatan untuk memberikan Sambutan pada kegiatan Seminar yang sangat menarik ini. Menurut hemat saya, tema Manajemen Ruang Publik Jakarta yang diajukan sangat relevan dengan peran ruang publik sebagai bagian penting dari dinamika kehidupan perkotaan dewasa ini, termasuk kota Jakarta. 

Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah memiliki perhatian dalam mendukung pembangunan perkotaan sebagai salah satu engine of growth pengembangan wilayah melalui berbagai kebijakan penataan ruang dan pengembangan prasarana dan sarana wilayahnya, dimana ruang publik (public space) menjadi salah satu komponen penting  dalam pembangunan kota. Untuk itu, dalam kesempatan ini, kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya terhadap Ikatan Mahasiswa Perencanaan yang telah berinisiatif menyelenggarakan Seminar ini. Dalam konteks ini, kami merasa bergembira karena Depkimpraswil dapat berjalan bersama-sama dengan para mahasiwa yang peduli, untuk mengembangkan pemikiran dan terobosan baru dalam pengelolaan ruang publik di perkotaan secara umum dan Jakarta secara khusus, dalam rangka mewujudkan lingkungan hidup perkotaan yang berkualitas dan layak huni sesuai dengan tujuan pembangunan nasional, yakni meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

Hadirin yang berbahagia,

Berbicara mengenai Manajemen Ruang publik di Jakarta tidak dapat dilepaskan dari bagaimana kita memahami ruang publik itu sendiri. Secara umum, ruang publik kota dapat dipahami sebagai bagian dari ruang kota yang dapat dimanfaatkan oleh warga kota secara tidak terkecuali (inclusive) untuk menyalurkan hasrat dasarnya sebagai mahluk sosial yang membutuhkan interaksi. Terlebih bagi  masyarakat perkotaan, kebutuhan akan ruang publik terasa lebih mendesak dibanding wilayah perdesaan, terutama karena semakin menyempitnya ruang untuk beraktifitas masyarakat akibat pertumbuhan pemukiman dan berbagai peruntukan lainnya. Walaupun secara umum, ruang ini bisa diakses semua manusia, namun harus tetap mengikuti norma untuk tidak merugikan kepentingan umum di dalamnya
Salah satu fungsi utama ruang publik adalah sebagai wahana interaksi  antar komunitas untuk berbagai tujuan, baik individu maupun kelompok. Dalam hal ini ruang publik merupakan bagian dari sistem sosial masyarakat yang keberadaannya tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial. Disamping itu, ruang publik juga berfungsi memberikan nilai tambah bagi lingkungan, misalnya segi estetika kota, pengendalian pencemaran udara, pengendalian iklim mikro,  serta memberikan “image”  dari suatu kota.

Para hadirin yang terhormat,

Beranjak dari pemahaman tentang ruang publik dan fungsinya, kami memandang beberapa aspek yang seyogyanya dapat dipenuhi oleh suatu ruang publik. Pertama adalah aspek aksesibel tanpa terkecuali (accessible for all) dimaksudkan bahwa ruang publik seyogyanya dapat dimanfaatkan oleh seluruh warga kota yang membutuhkan. Dengan demikian, beberapa fenomena seperti penguasaan (private ownership) wilayah pantai oleh sekelompok pengusaha hotel, pemanfaatan badan jalan untuk on-site parking, serta pedestrian untuk pedagang kaki lima telah menghalangi warga kota untuk memanfaatkan ruang publik tersebut. 

Aspek kedua adalah universalitas dimaksudkan bahwa penyediaan ruang publik seyogyanya dapat mempertimbangkan berbagai kelas dan status kebutuhan masyarakat yang mencerminkan pemenuhan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat baik kelas atas sampai bawah, dari yang normal sampai difabel, dari anak-anak sampai dewasa dan pria atau wanita. Lebih jauh, ruang publik merupakan sarana kekuatan relasi sosial masyarakat yang karakternya dapat dilihat seperti mengizinkan berbagai kumpulan/grup penduduk berada di dalamnya, serta menghargai kelas-kelas masyarakat, perbedaan etnis, jender, dan perbedaan umur. Walaupun secara umum, ruang ini bisa diakses semua manusia, namun harus tetap mengikuti norma untuk tidak merugikan kepentingan umum di dalamnya.

Fenomena menjamurnya pembangunan “pola kontainer” (container development) yaitu bangunan yang mampu menampung berbagai aktivitas sosial ekonomi secara sekaligus melalui misalnya Senayan Plaza, Taman Ria Senayan, convention hall di Senayan menggantikan open space yang ada, cenderung hanya dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat menengah ke atas dibandingkan dengan kelompok menengah bawah.

Fenomena lainnya seperti pembangunan Mal Taman Anggrek yang lebih berorientasi pada pengunjung yang menggunakan kendaraan bermotor mengakibatkan pengunjung yang berjalan kaki memerlukan perjuangan yang khusus untuk dapat memanfaatkannya, belum lagi kalau hal ini dikaitkan dengan kelompok masyarakat yang kurang beruntung karena keterbatasan fisik (difabel).  Padahal, bentuk kontainer tidak selalu berarti negatif sepanjang bisa menjawab secara positif ruang di mana ia berada. Plaza Indonesia adalah contoh kontainer yang mencoba merespon bundaran Hotel Indonesia dengan meletakkan bangunannya mendekati jalan dan jalur pejalan kaki, serta menyediakan gerbang masuk untuk pejalan kaki. 
Aspek ketiga adalah keberlanjutan fungsi (functionability) dimaksudkan bahwa ruang publik seyogyanya dapat dijamin terus berfungsi sebagaimana yang diharapkan, tidak hanya secara fisik namun yang jauh lebih penting adalah aspek fungsinya itu sendiri. Banyak fenomena di Jakarta dimana ruang publik dalam wujud taman kota  misalnya secara fisik tersedia, namun masyarakat tidak dapat memanfaatkannya dengan baik dan leluasa, baik  itu karena alasan keamanan (safety reason) maupun kenyamanan, misalnya karena menjadi tempat berkumpulnya para pelaku kriminal dan prostitusi. 

Aspek keempat adalah kesesuaian fungsi dimaksudkan bahwa ruang publik harus dijamin dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa wujud ruang publik dapat berbentuk shopping mall, ruang terbuka hijau/taman, fasilitas umum/sosial, pedestrian, dan lain sebagainya. Namun demikian, dapat kita lihat secara kasat mata, terutama setelah krisis ekonomi banyak ruang publik tersebut telah beralih fungsi. Sebagai contoh, pedestrian dimanfaatkan untuk pedagang kaki lima, badan jalan dimanfaatkan untuk tempat parkir, dan lain sebagainya. Bahkan beberapa waktu yang lalu sempat muncul kebijakan pengelola Gelora Senayan untuk menutup akses publik sementara waktu dalam upaya mengembalikan fungsi kawasan tersebut karena sempat dijejaki/dipenuhi oleh kegiatan pedagang kaki lima.

Hadirin sekalian,

Keinginan untuk menciptakan sebuah ruang publik yang memenuhi berbagai aspek yang telah disebutkan di atas ternyata bukan perkara yang mudah. Meski di awal perkembangannya beberapa kota besar di Indonesia dirancang sebagai kota taman (garden city), yang mengedepankan ruang publik atau ruang terbuka sebagai elemen utamanya, saat ini pemanfaatannya jauh dari yang dirancang. Kebayoran Baru sebagai contoh- pada tahun 70-80an- kita masih dapat menikmati fasilitas ruang publik dengan baik. Namun sekarang, ruang publik di kota Jakarta semakin jauh dari gambaran sebagai tempat berinteraksi yang nyaman, memadai dan aman. Kalau tidak kotor dan semrawut oleh pedagang kaki-lima, ruang publik di Jakarta rawan terhadap tindak kriminal, fasilitas publik yang disediakan rusak akibat vandalisasi, bahkan ada pula yang sulit diakses publik secara bebas. 

Dalam konteks ini, kami sependapat dengan Ikatan Mahasiwa Perencanaan bahwa agar ruang-ruang publik dapat berfungsi secara optimal dalam mendukung aktivitas sosial ekonomi masyarakat kota dibutuhkan manajemen ruang publik yang baik. Dalam hal ini, kami memadang beberapa prinsip  yang perlu diperhatikan dalam manajemen ruang publik tersebut. Prinsip-prinsip yang kami maksudkan adalah:

Pertama keterlibatan masyarakat, baik dalam hal pengelolaan dan pemeliharaan ruang publik, dimana masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mendapatkan fasilitas ruang publik, namun juga sekaligus memiliki kewajiban untuk memeliharanya. Didalam Undang-Undang No.24/1992 tentang Penataan Ruang, pasal 5, disebutkan bahwa: (a) setiap orang berkewajiban berperan serta dalam memelihara kualitas ruang dan (b) setiap orang berkewajiban  menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan. 

Dengan keterlibatan masyarakat, terutama dalam pemeliharaan dan pengelolaan, maka jaminan keberlanjutan fungsi dari ruang publik tersebut akan dapat lebih besar. Dalam konteks ini, masyarakat seyogyanya dipandang sebagai elemen vital, yakni sebagai elemen yang paling memahami hal-hal yang menjadi kebutuhannya sehingga ruang publik tercipta sesuai dengan kebutuhan komunitasnya. Pada gilirannya hal ini akan mendorong tumbuhnya rasa memiliki pada ruang publik tersebut. 

Kedua, kemitraan dengan dunia usaha. Walapun pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin tersedianya ruang publik, namun demikian penyediaanya dapat diserahkan kepada dunia usaha. Dalam konteks ini pemerintah dapat bertindak sebagai “fasilitator dan regulator” melalui berbagai perangkat pengaturannya dan sekaligus sebagai pengawas yang menjamin penyediaan fasilitas ruang publik sesuai dengan kebutuhan warga kota. 

Prinsip lainnya yang perlu diperhatikan untuk menjamin tersedianya fasilitas ruang publik ini adalah dengan menerapkan penegakan hukum (law enforcement) tanpa pandang bulu agar pelanggaran pemanfaatan fasilitas umum tidak menjadi hal biasa sebagaimana dapat dijumpai di berbagai tempat di Jakarta. Instrumen yang dapat digunakan sebagai landasan penegakan hukum, disamping Rencana Tata Ruang Kota, adalah peraturan mintakat (zoning regulations) yang juga ditetapkan melalui Perda. Instrumen ini memungkinkan adanya peran yang kuat dari para ahli perencanaan kota, arsitektur-landskap, lingkungan, dan sosial-budaya, untuk bersama-sama duduk dalam Komisi Perencanaan Kota (Planning Commission) yang terus memantau penyelenggaraan pengaturan zoning, khususnya zoning yang ditetapkan sebagai ruang-ruang publik.  

Terakhir, prinsip lain yang mungkin dapat dipertimbangkan adalah penerapan instrumen insentif-disinsentif melalui mekanisme DAU yang mana Pemerintah Pusat dapat mendorong Pemerintah Daerah untuk secara pro-aktif mengembangkan dan mengelola ruang publik (termasuk prasarana dan sarana)  dengan kondisi dan kualitas yang memenuhi aspek-aspek yang telah dikemukakan di atas. Instrumen ini pun diharapkan dapat mendorong  Pemerintah Daerah untuk menjamin adanya pemihakan yang tegas terhadap kelompok masyarakat menengah ke bawah agar dapat memiliki akses dan alternatif (choice) yang sama dengan kelompok lainnya. 

Bapak, Ibu, dan Mahasiswa peserta Seminar yang saya hormati,
Akhirnya, saya ingin menggarisbawahi kembali bahwa tersedianya ruang publik yang baik tidak hanya bergantung pada pemerintah semata, tapi juga sangat ditentukan oleh adanya dukungan dan kerjasama semua pihak. Peran Ikatan Mahasiwa Perencanaan yang memahami berbagai aspek strategis tentang ruang publik dalam konteks ini menjadi sangat penting, yakni sebagai mitra strategis pemerintah dalam menggali dan menyebarluaskan berbagai pemikiran dan terobosan baru mengenai pembangunan kota yang layak huni dan berkualitas dimana ruang publik menjadi salah satu komponen pentingnya. 

Selanjutnya saya ucapkan selamat mengikuti Seminar yang sangat penting ini. Semoga keluaran yang dihasilkan dapat memberikan sumbangan yang berharga tidak hanya pada perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri,  namun lebih dari itu, dapat menjadi bekal berharga bagi segenap mahasiswa perencanaan dalam praktek kehidupan sehari-hari kelak, selepas masa belajar di Perguruan Tinggi.

Demikian Sambutan ini saya sampaikan, atas perhatian seluruh peserta Seminar saya ucapkan terimakasih. 

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Jakarta, 24 Juli 2002

Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah
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